
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 

khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek 

kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam  

kehidupan  bermasyarakat, hukum dan  masyarakat merupakan dua hal 

yang tidak dapat dipisahkan. Ibi ius ibi societas, dimana ada masyarakat, 

disitu ada hukum. Hukum hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup 

bersama (berkelompok). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles 

dalam bukunya C.S.T. Kansil1, yang menyatakan bahwa manusia adalah 

“zoon politikon”, yang berarti bahwa manusia itu sebagai makhluk pada 

dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia 

lainnya atau disebut sebagai makhluk social. Lebih lanjut, menurut R. 

Linton dalam bukunya Zinul Pelly2, masyarakat adalah: “Setiap kelompok 

manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka 

itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai 

satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu”. 
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Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antara individu 

dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya dan 

seterusnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban 

antara satu dengan yang lainnya. Indonesia merupakan negara yang kaya 

dengan berbagai ragamnya, mulai dari suku, ras dan budaya/adat-istiadat. 

Adat istiadat merupakan warisan leluhur dari nenek moyang penduduk 

yang masih menganut leluhur (anemisme). Hubungan yang menimbulkan 

hak dan kewajiban itu telah diatur dalam peraturan atau hukum yang 

disebut hubungan hukum. 

Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur 

kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Salah satu 

aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat adalah hukum 

pidana. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda 

yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang berbentuk 

peraturan tertulis yang bersumber pada KUHP dan peraturan lainnya. 

Kemudian hukum pidana yang tidak tertulis ataupun berupa kebiasaan 

yaitu hukum pidana adat3. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup 

(the living law) mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan 

kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan 

terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk 

memulihkan ketenteraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi 

adat. 
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Dalam mempertahankan hukum pidana adat, dimana setiap 

permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas, terhadap setiap 

permasalahan yang ada dan yang mungkin ada, karena hukum pidana adat 

lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yaitu kebersamaan daripada 

memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Negara. 

Keberadaan hukum pidana adat merupakan pencerminan kehidupan suatu 

masyarakat dan pada masing-masing daerah di Indonesia, memiliki hukum 

pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada didaerah 

tersebut dengan ciri khasnya tersendiri, khususnya hukum adat Sumba, 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Terdapat 3 (tiga) kasus4 hukum 

pidana adat dengan hukum positif, yang saling bersentuhan satu sama lain, 

disampaikan sebagai berikut: 

1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga 

Nona Leslie (nama samaran), 15 tahun kelas IX pada Sekolah 

Menengah Pertama di Lewa yang merupakan ibukota Kecamatan. Nona 

Leslie berasal dari desa Kandora yang jaraknya agak jauh dari ibukota 

Kecamatan. Oleh karena jarak yang jauh, maka orang tua Nona Leslie 

memutuskan agar anak mereka tinggal pada salah satu kenalan mereka 

yaitu keluarga bapak Nduba yang berada di ibukota kecamatan. 

Ketika Nona Leslie naik kelas IX, bapak Nduba mulai memberikan 

perhatian oleh karena Nona Leslie harus mempersiapkan diri untuk 
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mengikuti ujian sekolah maupun ujian Nasional. Pada awalnya, Nona 

Leslie tidak menaruh curiga pada perhatian yang dilakukan oleh bapak 

Nduba. Namun, pada bulan awal bulan Januari 2016, bapak Nduba 

memasuki kamar tidur Nona Leslie dan memperkosa Nona Leslie dengan 

mengancam akan membunuh Nona Leslie apabila ia berteriak. 

Nona Leslie berusaha untuk melawan, namun karena bapak Nduba 

memiliki fisik yang lebih kuat, maka Nona Leslie tidak dapat berbuat apa-

apa lagi. Pemerkosaan terjadi lagi ketika istri pak Nduba sedang tidak 

berada di rumah pada saat sore hari dan ancaman yang sama dilontarkan 

oleh pak Nduba. Nona Leslie menjadi sangat takut dan sangat membenci 

bapak Nduba namun ia terus berusaha menyembunyikannya dan tetap 

melaksanakan pekerjaan dalam rumah meskipun hatinya sangat hancur 

karena ia tidak tahu harus menceritakan kepada siapa tentang perbuatan 

bapak Nduba. Memasuki masa ujian Nasional, perut Nona Leslie mulai 

membesar dan membuat para guru menaruh curiga terhadap Nona Leslie.  

Mereka memanggil Nona Leslie dan bertanya tentang kecurigaan 

dan keanehan ketika melihat kondisi tubuh Nona Leslie yang berbeda. 

Akhirnya Nona Leslie mengakui bahwa ia hamil karena ia telah diperkosa 

namun ia tidak memberitahukan bahwa bapak Nduba yang adalah tuan 

rumah tempat ia tinggal yang menghamilinya. Akhirnya, pihak sekolah 

mengambil tindakan untuk mengeluarkan Nona Leslie dari sekolah dan 

menyarankan Nona Leslie untuk melaporkan pelaku pemerkosaaan pada 

pihak kepolisian. 



Nona Leslie memberitahukan kisahnya pada orang tuanya di desa 

dan orang tuanya melaporkan pada pemerintah kecamatan dan juga pada 

pihak kepolisian. Bahkan, orang tua Nona Leslie melaporkan pada 

Lembaga Perlindungan Anak karena Nona Leslie masih berada di bawah 

umur. Akibat pengakuannya, semua teman menghindarinya, para tetangga 

yang berada dalam lingkungan tempat Nona Leslie tinggal, mulai 

membicarakan dan mencela Nona Leslie karena ia hamil. Dalam 

menghadapi masa yang sulit, Nona Leslie sangat membutuhkan 

pendampingan hukum dan spiritual dari gereja sekalipun. 

 

2. Human Trafficking 

Martha (nama samaran), berumur 23 tahun adalah seorang gadis 

lulusan Sekolah Menengah Atas namun tidak dapat melanjutkan 

pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Martha tertarik untuk 

menjadi tenaga kerja di Malaysia dan iapun meminta tolong pada 

tetangganya agar dapat membantu mempersiapkan banyak hal terkait 

pendaftaran. Setelah semua surat diurus bersama dengan agen, maka 

Martha berangkat menuju Jakarta dan ia ditampung selama sebulan 

ditempat penampungan dengan tujuan agar Martha dapat menjalani masa 

pelatihan unutk persiapan menuju ke Malaysia.  

Martha bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada salah satu 

majikan etnis Cina. Semua pekerjaan dalam rumah ia kerjakan dengan 

waktu istrahat yang sangat sedikit. Martha harus bangun pada pukul 4 pagi 



dan ia diijinkan untuk beristrahat pada jam 24.00. Martha dilarang untuk 

beristrahat pada siang hari karena dianggap sebagai orang yang pemalas 

oleh majikannya. Selama satu tahun bekerja, Martha tidak merasa tenang 

oleh karena majikan laki-laki selalu menggodanya apabila istrinya sedang 

pergi bekerja. Namun Martha tidak mempedulikan dan tetap melakukan 

pekerjaannya. Oleh karena Martha tidak mempedulikan majikannya, maka 

majikannya mulai menunjukkan tindakan kekerasan dengan cara memukul 

Martha apabila ia salah melakukan pekerjaan dalam rumah. Setiap hari 

selalu saja ada alasan untuk memukul Martha karena kesalahan-kesalahan 

kecil yang dilakukannya. Martha tidak berani untuk melakukan 

perlawanan karena pada awal ia diantar oleh agen yang berada di 

Malaysia, Martha sudah diberi peringatan bahwa ia tidak boleh melawan 

pada majikan karena ia bisa dilaporkan pada pihak kepolisian Malaysia.  

Memasuki tahun kedua, Martha tetap mengalami tindakan 

kekerasan yang dilakukan oleh majikan laki-laki maupun perempuan. 

Hingga suatu saat ketika istrinya sedang berada di kantor, majikan laki-

laki beralasan sakit sehingga ia tidak pergi bekerja. Pada saat itulah ia 

memaksa Martha untuk melayani nafsu seksnya. Martha melakukan 

perlawanan pada majikannya, namun majikannya mengingatkan bahwa ia 

akan dilaporkan pada pihak kepolisian karena dianggap sebagai pekerja 

gelap yang tidak memiliki dokumen resmi. 

Akhirnya Martha tidak berdaya dengan ancaman itu dan ia terpaksa 

harus melayani nafsu seks majikannya. Hal ini terjadi terus menerus dan 



disertai dengan tindakaan kekerasan apabila Martha melawan, hingga 

akhirnya Martha hamil. Akhirnya, majikannya mengembalikan Martha 

pada agen yang ada di Malaysia dengan memberikan uang sebesar 100 

Ringgit sebagai biaya hingga tiba di Indonesia. Martha kembali ke 

Lambaleo dalam keadaan hamil dan tidak membawa uang yang banyak. 

Martha menjadi pribadi yang minder dan selalu tertutup dalam pergaulan 

bahkan ia selalu menghindari untuk pergi ke gereja oleh karena ia merasa 

tidak layak dan hina untuk bersekutu dengan jemaat yang lain. 

 

3. Kasus jerat hutang rumah tangga 

Masyarakat Sumba, khususnya Kabupaten Lewa adalah 

masyarakat dengan penghasilan rendah. Sumber utama pendapatan mereka 

dengan bercocok tanam. Selain Bertani, masyarakat Sumba mempunyai 

kebiasaan yang sudah dianut turun temurun, yaitu judi.  Masyarakat 

dengan pola pendapatan rumah tangga yang kecil dan di ikuti dengan 

kebiasaan berjudi akan sangat rentan sekali dengan pertengkaran, bahkan 

berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya akan 

mengancam keutuhan keluarga tersebut. Bahkan pendidikan anak-anak 

akan dipertaruhkan. 

Oleh karena permasalahan mitra tersebut, Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan, melakukan program Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat untuk tahun akademik 2019/2020 dan 

sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang 



ditandatangani oleh Dekan FH UPH, Bapak Prof. Bintan Saragih, SH 

dengan Direktur Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba (STT 

GKS) Ibu Pdt. Fransina Ranggalodu, M.Th, pada tanggal 01 Februari 

2019, yang disaksikan juga oleh Rektor UPH. Melalui  Surat No. 

74/V.7h/STT-GKS/IV/2019 tertanggal 02 April 2019 tentang Tindak 

Lanjut MoU UPH dan STT GKS. Fenomena ini juga kita tangkap ketika 

melaksanakan PKM yang bekerjasama dengan GKI Kebayoran pada bulan 

28-29 Juli 20175.  

Banyak kasus-kasus rumah tangga yang munculnya justru dari jerat 

hutang (ekonomi rumah tangga). Tidak maksimalnya pengolahan Sumber 

Daya Alam tersebut, minimnya pendidikan, dan minimnya kesempatan 

usaha mandiri di Pulau Sumba ditambah masuknya faktor modernisasi 

barang dan jasa dari Nusa Tenggara Timur dan Pulau Bali, menjadikan 

pola kehidupan masyarakat Pulau Sumba berubah dari tradisional menjadi 

konsumerisme; dari bekerja disektor-sektor formal menjadi informal 

(seorang Satpol PP terlibat sindikat pencurian ternak). Pola-pola perilaku 

modernisasi atau konsumerisme menjadikan potensi kehidupan di Pulau 

Sumba yang semula komunal, bercocok tanam, dan beternak mulai 

berlangsung beralih ke profesi unskill yang berpotensi criminal, seperti 

makelar, penimbun, penadah, dan lain-lain. Tingkat kejahatan di Pulau 

Sumba semakin hari semakin meningkat. Tindak kejahatan pencurian, 

penipuan dan perampokan menjadi rutinitas warga masyarakat, hal ini 
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tidak lain tidak bukan untuk menutup jerat hutang pada perekonomian 

rumah tangga. 

Khayalak ramai berkata bahwa mengenal Sumba berarti mengenal 

Marapu; Sumba berarti Marapu dan Marapu berarti Sumba. Jalan masuk 

mengenal Sumba hanya melalui Marapu. Ada keterkaitan antara hidup 

sosial dan sistem kepercayaan6. Kepercayaan marapu adalah kepercayaan 

asli etnik/suku Sumba, Provinsi NTT. Kepercayaan ini juga berpengaruh 

terhadap penyelesaian masalah hukum yang terjadi di Sumba. Dan Marapu 

juga memiliki sanksi adat jika seseorang melanggarnya yakni sanksi 

melalui alam, pembalasan yang datang dari alam. Misalnya, apabila 

seseorang dilarang memasuki rumah adat yang suci namun ia tetap masuk 

ke dalam tanpa izin maka seseorang tersebut dapat sakit seketika dan harus 

menjalankan tindakan adat. Pelanggaran memasuki rumah secara 

sembarangan tersebut juga adalah delik pidana, perbuatan yang dilarang 

oleh hukum. Namun, masyarakat Sumba percaya bahwa Marapu adalah 

living law yang harus diutamakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Peneliti 

mengangakat judul penelitian  “Hubungan Antara Hukum Adat 

Masyarakat Sumba Dengan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap 

Penyelesaian Masalah Hukum”. 
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1.2  Perumusan dan Pembahasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Peneliti 

mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana hubungan antara hukum adat masyarakat Sumba 

(Marapu) dengan hukum positif di Indonesia terhadap penyelesaian 

masalah hukum? 

2. Bagaimana potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia karena 

kepercayaan Marapu? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah: ingin mengetahui dan 

menganalisis.  harmonisasi antara hukum adat masyarakat Sumba, 

kepercayaan Marapu dengan hukum positif di Indonesia 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai ialah sebagai berikut: 

1. Sebagai masukan kepada Pimpinan Pemerintah Daerah di Pulau 

Sumba, khususnya Sumba Timur untuk segera membentuk tim 

khusus untuk menyederhanakan „biaya adat‟ terhadap prosesi adat 



(perkawinan, pemakaman) yang dilakukan, hal tersebut semata-

mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi Masyarakat 

Sumba; 

2. Sebagai masukan bagi Kepala Daerah di Sumba untuk membuat 

Peraturan Daerah yang berisikan hukum adat Sumba namun juga 

tetap memiliki sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda serta 

berisikan hukum adat Marapu yang lebih menjunjung tinggi 

perlindungan hak asasi manusia (HAM); 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi Masyarakat 

Sumba untuk patuh terhadap hukum positif khususnya dalam 

pencatatan administrasi kependudukan; 

4. Sebagai bahan masukan bagi pemangku kepentingan, baik Ketua 

Adat, Pemerintah Daerah, Pimpinan STT GKS Lewa dan 

masyarakat umum jika terjadi penyelesaian masalah hukum, baik 

perkara pidana ataupun perkara perdata sehingga jika memiliki 

masalah hukum maka dapat memilih proses penyelesaian sengketa 

yang tepat, apakah menggunakan penyelesaian secara hukum adat 

dan/atau secara hukum positif. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran secara singkat atau penjelasan lebih 

lanjut mengenai skripsi ini maka penulis akan memberikan garis-garis 

besarnya yang terdiri atas lima bab. Setiap bab terdiri dari bagian-bagian 

yang disusun sesuai dengan urutan pembahasan sebagai berikut: 



BAB I: PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang yang mengkaji tentang Hukum 

yang ada di Indonesia yeng berkaitan dengan kasus marapu dan juga 

mengkaji tentang rumusan masalah pada proposal skripsi ini, membahas 

tentang tujuan penelitian skripsi ini, membahas manfaat penelitian dan 

juga membahas sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Membicarakan tentang tinjauan teoritis dari sumber-sumber yang 

relevan dengan pembahasan yang akan diteliti penulis. Tinjauan pustaka 

ini berupa penjelasan mengenai hukum pidana, hukum adat,Pada bab ini 

juga menjelaskan tinjauan terhadap hukum pidana adat. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai tipe penelitian, jenis data yang digunakan, 

teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

BAB IV: PEMBAHASAN 

Menjelaskan hasil penelitian serta analisis mengenai kepercayaan 

marapu secara terperinci sebagai objek kajian hukum. Membahas juga 

tentang tinjauan Yuridis atas kepercayaan marapu yang dikaitkan dengan 

putusan yang akan dibahas. 

BAB V: PENUTUP 

Memuat kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga 

memberikan uraian singkat mengenai inti penting yang didapatkan dari 

menganalisis permasalahan yang ada, serta memuat saran-saran yang 

diperlukan atas permasalahan tersebut. 


